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ABSTRACT 

Indonesia is one of the countries with a highly strategic investment goal for 

both domestic and foreign investors. Efforts to improve investment facility through 

licensing improvements have begun since the publication of Government 

Regulation No. 5 of 2021 on Risk-Based Enterprise Licensing Maintenance. 

However, in the implementation of the CCPR licensing service as one of the 

conditions of the license attempts in the Greek district encountered several 

constraints that include: (a) the availability of regulations, (b) problems in its 

services system, (c) problems of the quantity and quality of human resources, and 

(d) issues of inter-agency coordination. With such problems, the researchers 

provide alternative solutions in solving the problem by looking at the potential of 

the state of implementation of the CCPR is trying in the current district of Gresik. 

Keywords: CCPR strives, Availability of Regualization, Service System, Human 

Resources, Inter-Agency Coordination 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tujuan investasi yang 

sangat strategis bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri (Sanjoyo 

dkk., 2020). Kegiatan investasi di Indonesia saat ini hingga tahun 2040 

menjadi prioritas pemerintah. Dalam hal ini terdapat 8 (delapan) sektor 

prioritas investasi yang meliputi sektor: (1) mineral, (2) batu bara, (3) minyak, 

(4) gas bumi, (5) perkebunan, (6) kelautan, (7) perikanan dan (8) kehutanan. 

Di samping itu juga telah ditetapkan 21 (dua puluh satu) komoditas prioritas 

untuk investasi (Menteri BKPM , 2023). 

Upaya peningkatan kemudahan investasi melalui perbaikan perizinan 

sudah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Rangkuti, 2019). Regulasi tersebut diterbitkan dalam 

rangka perbaikan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha, yang selama 

ini dianggap bermasalah menurut pendapat Sutaryono (2019), Arrum (2019) 

dan Mukhammad (2021). Sejalan dengan itu, menurut Izhandri dan Harahap 

(2018) dan Ayunda dkk. (2021) adanya OSS juga merupakan upaya 

penyempurnaan dari konsep integrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

melibatkan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam hal perizinan. 

Sebelum peraturan ini terbit, perizinan di Indonesia dilaksanakan dengan 

sistem konvensional yang dalam proses penerbitan izinnya tidak dapat 

dipantau oleh pemohon (Kartiko, Djanjanto, dan Zandra, 2020). Saat ini, 

pendaftaran perizinan berusaha dapat dilakukan oleh pelaku usah secara 

daring dan mandiri melalui website oss.go.id. 

Pada saat ini kegiatan operasional sistem OSS sudah dilakukan upaya 

integrasi dengan sistem Risk Based Approach (RBA) atau dikenal sebagai 

sistem OSS-RBA yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM 

Nomor 1342/A.1/2021. Menurut Setiadi, Rohaedi, dan Wajihuddin (2021) 
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OSS-RBA ini juga melakukan pemangkasan dalam hal tahapan perizinan 

yang dianggap berbelit-belit, dari 5 tahapan menjadi 1 tahapan perizinan yang 

padat dan terintegrasi.  

Platform Online Single Submission Risk Based Approach atau OSS-

RBA memiliki 3 (tiga) persyaratan untuk penerbitannya, yaitu: (1) 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), (2) Persetujuan bangunan 

gedung, dan (3) Persetujuan Lingkungan yang disebutkan pada Pasal 5 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di antara ketiga persayaratan di atas 

yang menjadi ranah penelitian ini yaitu dokumen perizinan kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Kegiatan operasionalisasi KKPR diatur 

dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemafaatan Ruang. Melalui peraturan 

tersebut, semua kegiatan pemanfaatan ruang oleh perorangan maupun badan 

hukum secara normatif harus mamiliki KKPR yang sesuai dengan mekanisme 

penerbitan (Susanti, 2021). 

 Mekanisme penerbitan KKPR dibagi menjadi 3 yang meliputi: 

konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi. Mekanisme Konfirmasi KKPR 

(KKKPR) diterapkan pada kegiatan berusaha atau non berusaha yang wilayah 

pengajuan permohonan perizinannya telah memiliki Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan OSS. Sedangkan Mekanisme 

Persetujuan KKPR (PKKPR) diterapkan pada kegiatan berusaha atau non 

berusaha yang wilayah pengajuan permohonan perizinannya tidak memiliki 

RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Lalu mekanisme Rekomendasi KKPR 

(RKKPR) diterapkan pada kegaitan yang bersifat strategis nasional dan 

belum diatur peruntukannya dalam RTR. 

Dari ketiga mekanisme penerbitan KKPR di atas dapat diketahui basis 

wilayah dalam pelaksanaan penerbitan KKPR merupakan kewenangan dari 

pemerintah daerah dalam hal ini gubernur selaku kepala pemerintahan daerah 

provinsi atau bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah 

kabupaten/kota. Adapun pelaksanaan perizinan berusaha di daerah diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
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Perizinan Berusaha di Daerah. Kemudian, kegiatan pelayanan dalam 

penerbitan KKPR di daerah merupakan hasil adanya pelimpahan kewenangan 

dari Menteri ATR/Kepala  BPN kepada gubernur dan bupati/wali kota tanpa 

mengurangi kewenangan menteri itu sendiri. Gubernur selaku pemegang 

kewenangan pemerintah daerah provinsi mendelegasikan penyelenggaraan 

perizinan berusaha di daerah provinsi kepada kepala DPMPTSP provinsi. 

Begitu juga dengan bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota. 

Melalui Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah diwajibkan untuk menyusun serta menyediakan Rencana Tata Ruang 

(RTR) yang merupakan dasar acuan dalam proses penerbitan KKPR. Adapun 

bentuk RTR yang digunakan sebagai dasar acuan dalam proses penerbitan 

KKPR adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW). 

Meskipun kebijakan perizinan melalui OSS berbasis resiko (OSS-

RBA) telah diterapkan, namun pada implementasinya mengalami beberapa 

kendala yang meliputi: permasalahan regulasi, kelembagaan, sumberdaya 

manusia dan sistem pelayananya (Sutaryono, 2022). Sejalan dengan itu, 

Adhiningsih, dkk (2023) menemukan kendala dalam perizinan KKPR terletak 

pada pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan di Kantor Pertanahan. 

Permasalahan sebagaimana di atas terjadi juga di Kabupaten Gresik. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang 

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Gresik pada tahun 2021, DPMPTSP  Kabupaten 

Gresik memiliki permasalahan pada bidang penanaman modal dan 

perizinannya baik pada faktor ketersediaan regulasi, sistem pelayanan, 

sumberdaya manusia dan kelembagaanya. Selain itu, Kondisi ketersediaan 

RDTR di Kabupaten Gresik saat ini belum mendukung operasionalisasi 

perizinan KKPR. Berdasarkan platform Protaru baru terdapat 1 dokumen 

yang sudah menjadi produk RDTR yang dituangkan dalam Peraturan Bupati 
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Gresik Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian 

Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2024. Sementara itu 7 

dokumen masih tahap penyusunan. Sedangkan mengenai ketersediaan 

RTRW di Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030. 

Guna mengatasi permasalahan dalam upaya pelayanan perizinan KKPR 

pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik, kajian terhadap permasalahan 

yang meliputi aspek permasalahan mengenai ketersediaan regulasi, sistem 

pelayanan, manajemen sumberdaya manusia serta upaya koordinasi antar 

instansi kelembagaan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPR pada 

sektor berusaha di Kabupaten Gresik penting untuk dilakukan. Oleh kerena 

itu, penelitian ini dilakukan dengan judul ‘Permasalahan Dan Alternatif 

Solusi Dalam Pelayanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Gresik’. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana alternatif solusi terhadap permasalahan dalam upaya 

pelayanan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari adanya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti antara lain sebagai berikut. 

1. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan perizinan KKPR pada sektor berusaha di 

Kabupaten Gresik. 

2. Memberikan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk membatu 

menyelesaikan permasalahan dalam rangka upaya pelayanan perizinan 

KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi mencakupi 3 hal yaitu kegunaan dari 



5  

aspek ilmiah/akademis, aspek sosial dan aspek praktis, dengan penjelasan 

masing-masing aspek sebagai berikut.  

1. Kegunaan Dari Aspek Ilmiah/Akademis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan dan 

solusi dalam rangka pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. 

Dengan penelitian ini, akan dapat diidentifikasi permasalahan yang 

terjadi serta solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. 

b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan metode 

dalam ilmu perizinan berusaha, penataan ruang dan kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang. Penelitian ini akan menggunakan teori 

dan metode yang relevan dalam mengidentifikasi permasalahan dan 

solusi dalam pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 

pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. 

c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada 

sektor berusaha di Kabupaten Gresik. Penelitian ini dapat menjadi 

acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan topik 

yang sama atau sejenis. 

2. Kegunaan Dari Aspek Sosial 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang 

lebih baik bagi masyarakat tentang problematika dalam pelayanan 

perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor 

berusaha di Kabupaten Gresik sehingga masyarakat dapat 

berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik. 

Dengan efektif dan efisien pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik, dapat 

memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Gresik seperti meningkatkan lapangan kerja dan 
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investasi serta meningkatkan kualitas lingkungan dan infrastruktur. 

3. Kegunaan Dari Aspek Praktis 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelayanan perizinan 

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di 

Kabupaten Gresik. Dengan mengidentifikasi permasalahan dan 

solusi dalam pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik, penelitian ini dapat 

memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dalam hal pengurusan perizinan berusaha. 

b. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan stakeholders terkait 

dalam pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 

pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. Penelitian ini dapat 

memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders 

dalam pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 

pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik sehingga dapat 

meningkatkan koordinasi antara mereka dalam mencapai tujuan 

yang sama. 

c. Memberikan rekomendasi dan saran bagi pemerintah dan 

stakeholders terkait dalam meningkatkan pelayanan perizinan 

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di 

Kabupaten Gresik. Rekomendasi dan saran tersebut dapat menjadi 

acuan bagi pemerintah dan stakeholders dalam mengambil 

keputusan terkait dengan pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Para pelaksana pelayanan perizinan KKPR berusaha seperti DPMPTSP, 

DPUTR dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memiliki suatu 

permasalahan yang dapat menghambat laju penerbitan perizinan KKPR 

berusaha tersebut yang meliputi: (a) belum tersedianya RDTR pada 

sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik, (b) kekurangan muatan 

substansi teknis pada Aplikasi OSS, (c) kuantitas dan kualitas 

sumberdaya manusia, dan (d) tidak terlaksananya komunikasi pada FPR 

kabupaten Gresik. 

2. Penyelesaian terhadap permasalahan yang ada dengan melihat potensi 

dari keadaan pelaksanaan KKPR berusaha di Kabupaten Gresik saat ini 

adalah: (a) Mempercepat penyusunan RDTR pada wilayah yang belum 

tersedia, (b) Menggunakan aplikasi Go Putar sebagai aplikasi tambahan 

untuk mendukung sistem pelayanan OSS, (c) Melakukan optimalisasi 

kemajuan teknologi dan upaya penyelesaian permasalahan kualitas 

sumberdaya manusia dengan cara pemberian bimbingan teknis 

pelaksanaan dan pemberian pemberdayaan pada pelajar/mahasiswa 

magang, dan (d) Melakukan pemanfaatan Aplikasi Go Putar sebagai 

media komunikasi pada pelaksanaan perizinan KKPR berusaha di 

Kabupaten Gresik. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada permasalahan yang dihadapi oleh 

pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan 

perizinan KKPR berusaha di Kabupaten Gresik diantaranya yaitu selain 

empat aspek yang ditemukan oleh peneliti dalam penyelenggaraan perizinan 

KKPR berusaha di Kabupaten Gresik, pelaksana dapat melakukan antisipasi 

terhadap aspek-aspek permasalahan lainnya dengan mengamati kondisi 

penyelenggaraan periznan KKPR berusaha yang diselenggarakan di wilayah 

lain.  
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Berusaha di Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis 

Pertanahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2024 

Publikasi  

Menteri Investasi/Kepala BKPM, 2023. Rapat Kerja Nasional Kementerian 

ATR/BPN Tahun 2023 

Kamarzuki, A, 2021, Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP No. 21 Tahun  

2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 

2019. 

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 

2021. 
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